
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daeran
sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka . dipandang perlu
untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah dimaksud;

b. bahwa penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu sumber Pendapatan
Daerah yang cukup potensial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepoda Pemerintan
Kabupoten Banyuasi~.

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retr"ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasindi Provinsi Sumatera Selatan (Lemberan
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemor' 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4181);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 53, Tcimbahan Lemberan Negara
Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon~sia Tahun 2004 Nemor
125, Tambahen Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Doerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomer 5 Tahun 2003
tentang PembentukanOrganisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten BanyuasinTahun 2003 Nemor
24 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBA~AN
DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin;

2. Pemerintah Daerah adalah KepalaDaerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai BadanEksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin;

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten . Banyuasjn;

5. Instansi Pemungut adalah Instansi yang karena kewenangannya
memungutsumbangandari pihak ketiga don ditunjuk sebagai pefugas
pemungut;

6. Pihak Ketiga adalah Ma~yarakat baik perorangan, kelompok, maupun
badanyang bergerak dalambidang usaha:

7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian pihak ketiga kepada
Daerah .secara ikhlas tidak mengikat yang dipereleh oleh pihak
ketiga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan
denganuangmaupunbarang-barang bergerakatau tidak bergerak;

8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus
Penerima/Kasir DinasPendapatanDaerah KabupatenBanyuasin;,

9. KasDaerahadalah KasDaerah KabupatenBanyuasin.



BABn

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasol 2

(1) Sumbangan Pihak Ketiga diberikan kepoda DQerah secare ikhlas
tidak mengikat yang diperoleh dari Pihak Ketiga, yang tidak
bertentangan denganperaturan perundang-undanganyang berlaku;

(2) SumbanganPihak Ketiga dapat berupo uangatau barang, baik barang
bergerak maupunbarang tidak bergerak milik Pihak Ketiga;

(3) SumbanganPihak Ketiga yang berupa benda tidak bergerak harus
dilengkapi denganakte otentik.

Dikecualikan dar; objek Sumbangan Pihak Ketiga. adalah khusus
mengenaiSumbanganPihak Ketiga dqlam bentuk wakof, baik penerimaan
maupunpengelolaannyaakan diatur tersendiri dan tidak bertentangan
denganajaran agamaIslam.

(1) Subjek SumbanganPihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan
yang melakukankegiatan usaha;

(2) Wajib Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan kegiatan usaha baik dalam Kabupoten maupun di
luar Kabupaten Banyuasin yang telah terdaftar pada Pemerintah
KabupatenBanyuasin.

Prinsip yang dianut daJam Sumbangan Pihak Ket;ga adalah sebagai
berikut:
a. Tidak bertentangan dengankepentingan umum;
b. Bersifat sukarela dan tidak mengikat

Pemberian Sumbanganoleh Pihak Ketiga kepoda Pemerintah Kabupaten
Banyuasintidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara dan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin baik kewajibal'l membayar pajak,

•.retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan peraturan
perundang-undanganyang berlaku.



BABm

PENERIMAAN SUMBANGAN

Paso I 8

(1) Sumbangan Pihak Ketiga diterima dengan menggunakan berita
aeara penerimaan, dan dilakukan dCllamaeara protokoler;

(2) Hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pado oyat (1)
pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharowan Khusus
Penerima/Kasir yang ditetapkan dengan Keputusol'\ Bupati.

(1) Instansi Penerima adolah Dinas Pendapatan Doerah karena
kewenangannya sebagai koordinator Pendapatan Doerah untuk
menerima Sumbongan dari Pihak Ketiga, don dapot diker jasomokan
dengan Unit Kerja/lnstansi lain atas persetujuan Bupati;

(2) Unit Kerja/lnstons.i lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasaI
ini akan ditentukan dengan Keputusan Bupati;

(3) Kepada Dinas/Instonsi sebogaimana dimaksud pado ayot (1) paso I
ini diberikan Biaya Pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dori hasil
Sumbangan yang disetor ke Kas Doerah melalui Bendaharawan
Khusus Penerima;

(4) Pembagian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pado ayat (3)
pasat inj akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(1) Pemberian Sumbongan Pihak Ketigo dapat dilakukan sekaligus atau
bertahap;

(2) Unit Kerja/Instansi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
(2) harus menyetorkan hasH penerimaan sumbangan tersebut ke
Kas Daerah selambat-Iambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
ditentukan lain oleh Bupati;

(3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang dalam bentuk uang atau dapat disamakan
dengan uang harus dieantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

(4) Sumbangan Pihak Ketigo dolam bentuk barang bergerak maupun
tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
Banyuasin dilakukan melalui Bupatiatau Pejabat yang ditunjuk.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur da/am Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannyaakan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
KabupatenBanyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Padatanggal 28 Februari 2005

Diundangkan di Pangkalan Balei
padetanggal 7 Maret 2005


